
 

 
 

BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada, maka Kesimpulan yang diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDikti 

Wilayah V sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan distribusi 

berjalan dengan berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek No. 13 

Tahun 2023. Pelaksanaan distribusi diawali dengan tahapan 

penerimaan kuota yang ditetapkan oleh Puslapdik selaku 

penyelenggara pusat kepada LLDikti Wilayah V. Kemudian oleh 

LLDikti Wilayah V diberitahukan kepada Perguruan Tinggi yang 

berada di wilayah lingkungan kerja LLDikti Wilayah V 

menggunakan surat edaran resmi untuk menentukan Perguruan 

Tinggi yang bersedia menjadi penyelenggara dalam periode tersebut. 

Setelah PT memberikan surat kesanggupan beserta pakta integritas, 

LLDikti Wilayah V akan kembali memproses persyaratan yang telah 

ditetapkan dan memberikan surat edaran resmi untuk penyebaran 

kuota KIP-K di masing-masing PT. Setelah itu, PT akan melakukan 

penyeleksian yang mana penyeleksian tersebut akan kembali 

diproses oleh LLDikti Wilayah V. Setelah melakukan penyeleksian 
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dan pencairan dana, LLDikti Wilayah V tetap akan melakukan 

sosialisasi, pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

pendistribusian KIP-K.  

 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 

distribusi KIP-K adalah: 

a. Faktor pendukung: adanya dukungan dari pusat, dalam hal ini 

adalah Puslapdik selaku penyelenggara dan pemberi kuota dari 

Pusat; adanya dukungan dari PTS sendiri, yang mana dalam 

pelaksanaannya dibutuhkan penyelenggara untuk 

menghubungkannya ke mahasiswa/i calon penerima KIP-K 

dan penyeleksi yang pertama; sistem dan verifikasi yang 

memadai, digunakan untuk kelengkapan data sebagai syarat 

utama dalam penentuan penerima KIP-K. 

b. Faktor penghambat: jumlah kuota yang tidak menentu dan 

tidak pasti setiap tahun atau periodenya, sehingga tidak dapat 

mengakomodir kebutuhan kuota yang dibutuhkan oleh 

masing-masing PTS. Selain jumlah kuota yang tidak menentu, 

terkadang sistem juga dapat menghambat proses, entah karena 

kelalaian untuk pembaharuan data PT itu sendiri atau 

mahasiswa/i baik calon maupun penerima yang lanjut 

menerima KIP-K. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan 

diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini: 

1. Kepada Pemerintah Pusat maupun LLDikti Wilayah V. 

Adanya kebijakan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu 

Indonesia Pintar Kuliah yang sampai saat ini disebut dengan KIP 

Kuliah Merdeka dapat dianggap sebagai perwujudan dari tindakan 

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional 

dalam bidang pendidikan. Adanya bantuan sosial ini dapat 

membantu penyamarataan kesempatan dalam askes pendidikan bagi 

anak-anak Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan ini 

diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, namun dalam 

pelaksanaannya diperbaiki, baik dari sistem yang digunakan maupun 

dalam penyeleksian maupun pemantauan. Kerjasama antar 

penyelenggara, baik dari pusat maupun daerah juga patut tetap 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan yang diberikan 

dapat maksimal. Tak hanya mengenai sistem -penyempurnaan tahap 

yang perlu diperbaiki agar baik dari PTS maupun mahasiswa dapat 

mengerti, namun dari segi regulasi juga perlu untuk diperbaiki dan 

disempurnakan agar tidak memberikan celah adanya penyimpangan 

aturan.   
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2. Kepada Perguruan Tinggi  

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara “yang berhubungan 

langsung” dengan mahasiswa/i, baik calon maupun yang lanjut 

menjadi penerima seharusnya lebih baik lagi. Kerjasama dengan 

pihak pemerintah juga patut dilaksanakan dengan baik. Penyeleksian 

maupun pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh 

Perguruan Tingginya sendiri maupun oleh mahasiswa/i calon 

penerima juga sepatutnya diperhatikan dengan lebih baik agar 

pendistribusiannya dapat berjalan dengan tepat.  
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